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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 240 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108ayat (2) Peraturan Daerah
Nomer 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
mel1etapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Sosial;

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional;

2. Undai1g-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keseja~teraan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin;

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
Convention on the Rights of Persons with
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);

7. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1980 tentang Pelayanan
Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
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d. melaksanakan registrasi dan identifika~i data pc;hlawan, Janda
Pahlavvan, perintis kemerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan
kesetiakawanan sosial;

e. melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan SOSiill kepada generasi muda;

f. melaksanakan koordinasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda
jasa dan tanda kehormatan;

g. melaksanakan pemberian penghargaan kepada pahlawan, janda
pahlawan, keluarga pahlawan, perintis kem€rdekaan, janda perintis
kemerdekaan dan masyarakat;

h. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelestarian
nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

i. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial;

j. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kir.erja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pemberdayaan S0sial; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Sosial

Pasal22

(1) Bidang Perlindungan Sosial merupakan Unit Kerja lini Dinas Sosial
dalam pelaksanaan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.

(2) Bidang Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawilb kepada Kepala Dinas.

Pasal23

(1) Bidang Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan
perlindungan sosial terhadap korban bencana, korban tindak
kekerasan, pekerja migran bermasaiah, orang terlantar dan jaminan
kesejahteraan sosial serta bina undian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Perlindungan Sosial;

b. pelaksanaan rencana strategis dan d"kumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perlindungan Sosial;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perl:ndungan sosial serta panti sosial dan non panti sosial;

d. pencegahan dan penanganan korban bencana, korban tindak
kekerasan, pekerja migran bermasalah dan konflik sosial;

e. pencegahan penipuan undian gratis berhadiah dan pengumpulan
uang dan/atau barang;
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f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan
Karban bencana, korban tindak kekerasan, pekerja migran
bermasalah, orang terlantar, Jaminan kesejahteraan sosial dan
bina undian;

g. pelaksanaan registrasi dan identifikasi korban bencana, korban
tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, orang terlantar,
jaminan kesejahteraan sosial dan bina undian;

h. pengembangan peran serla masyarakat dalam penanggulangan
bencana, perlindungan sosial korban tindak kekerasan, pekerja
migrar. bcrmasalah, orang terlantar, jaminan kesejahteraan sosial
dan bina undian;

i. pengembangan pelatihan tenaga p'3nanggulangan korban
bencana, pendamping korban tindak kekerasan dan pekerja
migrar. bermasalah;

j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring
dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana, korban tindak
kekerasan, pekerja migran bermasalah, orang terlantar,
pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial ~erla pembinaan
penyelenggaraan undian dan pengumpulan uang dan barang; dan

k. pelaporaro dan perlanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Perlindungan Sosial.

Pasal 24

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana merupakan Satuan Kerja
Bidar.g Per!indungan Sosial dalam kegiatan pelaksanaan
penyelenggaraan bantuar. sosial korban bencana.

(2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dipimpin oleh seorang
Kapala'Seksi yang berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab
kepada Kepala Bidang PerlindungC'n Sosial.

(3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas :

a, menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Perlindungan Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perlindungan Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perlindungan sosial korban bencana;

d. melaksanakan pencegahan timhulnya konflik sosial;

e. melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan penyediaan
prasarana dan sarana penampungan sementara dan pemberian
bantuan sosial korban bencana serla musibah sosiallainnya;

f. melaksannkan registrasi, identifikasi dan asistensi korban
bencana serla musibah sosiallainnya;

g. mengembangkan pelatihan tenaga penanggulangan korban
bencana dan musibah lainnya;

h. mengga!ang peran serla masyarakat dalam penanggulangan
bencana dan musibah sosial lainnya;
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i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan perlindungan sosinl korban bencana dan
musibah sosiallainnya; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

Pasal25

(1) Seksi Perlindungan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak
Kekerasan merupakan Satuan Kerja Bidang Perlindungan Sosial
dalam pelaksanaan kegiatan perlindunga~ can jaminan kesejahteraan
sosial.

(2) Seksi Perlindungan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak
Kekerasan dipimpin oleh seorang Kopala S'3ksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan
S05ial.

(3) Seksi Perlindungan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak
Kekerasan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Perlindungan Sosial s~suai dengan Iingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perlindungan Sosial sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perlindungan sosial korban tindak kekerasan, pekerja migran
bermasalah dan orang terlantar;

d. melaksanakan pencegahan timbulnya permasalahan korban tindak
kekerasan;

e. melaksanakan registrasi, identifikasi dan asistensi korban tindak
kekerasan, pekerja migran bermasalah dan orang terlantar;

f. melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasil:tasi perlindungan sosial
korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah dan orang
terlantar;

g. melaksanakan pelatihan tenaga pendampiflg r.orban tindak
kekerasan dan pekerja migran bermasalah;

h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial :(orban tindak
kekerasan, pekerja migran bermasalah dan orang terlantar; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perlindungan Sosial Orang Terlantar dan Korban Tindak
Kekerasan.

Pasal26

(1 ) Seksi Jaminan Kesejahteraan S05ial dan Bina Undian merupakan
Satuan Kerja Bidang Perlindungan Sosial dalam pelaksanaan
kegiatan jaminan kesejahteraan 505:al dan pembinaan
penyelenggaraan undian.
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(2) Seksi JaminCin Kesejahteraan SOSi21 dan Bina Undian dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Sosial.

(3) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bina lJndian mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Perlindungan Sosial sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perlindungan Sosial sesllai dengan Iingkup
tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dr.ln standar teknis
pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial dan pembinaan
penyelengaman undian dan pengumpul8n uang dan/atau barang;

d. melaksaml.kan registrasi, identifikasi dan asistensi
penyelenggaraan Asuransi Kesejahteraan Sosial, Program
Keluarga Harapan, Undian Gratis Berhadiah clan Pengumpulan
Uang dan/atau Barang;

e. melaksanakan upaya pencegahan penipuan undian gratis
berhadiah dan pengumpulan uang dan/atau barang;

f. melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi pelaksanaan
Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Program Keluarga Harapan
serta penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulgn Uang dan/atau Barang;

g. mengembangkan peran serta masyaraKat dalam pelaksanaan
Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Program Keluarga Harapan
serta pelaksanaan Undian Gr.3tis Berhadiah dan Pengumpulan
Uang dan/atau Barang;

h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pelayanan
pengembangan Asuransi Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga
Harapan, Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang
dan/atau Barang;

i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan Asuransi Vesejahteraan Sosial,
Program Keluarga Harapan, penyelenggara3n Undian Gratis
Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan/atau Barang;

j. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Perlindungan Sosial;

k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas Bidang Perlindungan Sosial;dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabk:;m pelaksanaan tugas
Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Bina Undian.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 27

(1) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
merupakan Unit Kerja Iini Dinas Sosial da1am pelaksanaan
pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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(2) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah
dan berlanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal28

(1) Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
mempunyai tugas penyebarluasan informasi dan promosi,
pengembangan fasilitas serla pengembangan siste:n kesejahteraan
sosial.

(2) Untuk melaKsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
menyelenggC1rakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial;

c. penyusunan bahan kebijakar" pedoman dan standar teknis
pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

d. penyebarluasan informasi, publikasi dan promosi kesejahteraan
sosial;

e. pendataan, pengolahan dan pemutakhiran data kesejahteraan
sosial;

f. perencanaan, pelaksanaan pembangJnan dan rehab fasilitas
pelayanan kesejahteraan sosial;

g. pengembangan sistem dan model penyelenggarnan kesejahteraan
sosial;

h. peJaksanaan kajian penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

i. pengoordinasian dan kerja sama kegiatan penyebarluasan
informasi dan promosi, pengembangan fasilitas dan sistem
kesejahteraan sosial;

j. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyebarluasan informasi dan promosi, pengembangan fasilitas
serla sistem kesejahteraan sosial;uan

k. pEllaporan dan perlanggungjawnban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

(1) Seksi Infonnasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial merupakan
Satuan Kerja Bidang Pengembanga:l Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi dan promosi
penyelElnggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Seksi Informasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan berlanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan PElnyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.
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(3) Seksi Informasi dan Promosi Kesejahterailn Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengembangan Penyeienggaraan Kesejahteraan
Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis informasi
dan promosi kesejahteraan sosial;

d. melaksanakan pendataan, pengolahan dan pemutakhiran data
kesejahteraan sosial;

e. melaksanakan publikClSi dan promosi kese,iahteraan sosial;

f. mengelola teknologi informasi kesejahteraan sosial;

g. menghimpun, mengolah dan menyajikan informasi kesejahteraan
sosial;

h. melaksanakan pengembangan dan penyuluhan sosial;

i. melaksanakan pelatihan penyuluh sosial ;i,asyarakat;

j. melaksanakCln koordinasi, kerja sama penyebClrluasan informasi
dan promosi kesejahteraan sosial;

k. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
dan pengembangiln penyebarluasan informasi dan promosi
kesejahteraan sosial; dan

I. melaporkan dan mempertangg"mgjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Informasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial.

Pasal30

(1) Seksi Fa~ilitas Kesejahteraan Sosial merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan 30sial dalam
pelaksanaan kegiatan penyediaan, pengemtangan, pemeliharaan dan
perawatan p;-asarana dan sarana I,esejahteraan sosial.

(2) Seksi Fasilitas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukCln di bawah dan bertan~gung jawab kepada
Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggara3n Kesejahteraan
Sosial.

(3) Seksi Fasilitas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan ~encana kerja dan
anggaran Bidang Pengembangan Penyelenggar3an Kesejahteraan
Sosial sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial seslJai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis fasilitas
kesejahteraan sosial;

d. menyusun rencana penyediaan prasarana dan sarana
kesejahteraan sosial;
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e. menyediakan dan mengembangkan fasilitas pelayanan dan
penyelenggaraan kesGjahteraan sosial;

f. melaksanakan pembangunan dan rehab fasilitas pelayanan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

g. melaksanakan pengurusan dan penyimpanan dokumen prasarana
dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan
penyediaan, pengembangaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kesejahteraan sosial;

i. melaksanakan pengendalian, mO'1itoring dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan fasilitas kesejahteraan sosial; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Fasilitas Kesejahteraan Sosial.

Pasal 31

(1) Seksi Pengembangan Sistem K8sejahteraan Sosial merupakan
Satuan Kerja Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pellgembangan sistem
kesejahteraan sosial.

(2) Seksi Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial jipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

(3) Seksi Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang
Pengembangan Penyelenggaraan Kescjahteraan Sosial sesuai
dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengembangan PenyeI8,.,ggaraan Kesejahteraan
Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sistem kesejahteraan
sosial;

d. mengembangkan aplikasi sistem penyelenggaraan kesejahteraan
sosial;

e. melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan aplikasi sistem
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

f. melaksanakan kajian sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

g. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pengembangan sistem kesejahteraan sosial;

h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan sistem
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

i. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi
pengembcmgan sistem kesejahteraan sosial;

j. mengoordinasikan penyusunan rencana str<:<tegis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;
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k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengembangan Penyelenggaraan
Kesejahterc:an Sosial; dan

I. melaporkan dan mempertanggL:ngjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedelapan

Suku Dinas Kota

Pasal32

(1) Suku Dinas Kota merupakan Unit Kerja Dinas Sosial pada Kota
Administrasi.

(2) Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta seCClra operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 33

(1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakar. urusan sosial pada
Iingkup wilayah Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Suku Dinas Kota menyelenggarakan fung'li :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana I-:erja dan anggaran
Suku Dinas Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas Kota;

c. penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan
dan aset Suku Dinas Kota;

d. pengoordinasian penyelenggaraan kesejahteraan so~ial;

e. pencegahan dan rehabilitasi sosial PMKS;

f. ·pemberdayaan sosial individu, i<eluarga, masyarakat dan lembaga
kesejahteraan sosial;

g. pemberdayaan sosial dan pemberdayaan fakir miskin;

h. pengernbangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

i. pelayanan penghargaan kepada pahlawan, jallda pahlawan,
keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis
kernerdekaan dan masyarakat;

j. pelest<:rian nilai kepahlawanan, keperinli~Cln dan kesetiakawanan
sosial;

k. penggalangan peran serta masyarakat di bidang sosial;

I. pelayanar. dan perlindungan sosial korban bencana, orang
terlantar, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah dan
musibah sosiallainnya serta jaminan kesejahteraan sosial;

m. penegakall peraturan perundang-undangan daerah di bidang sosial;
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n. pengelolaan data dan penyebarluasan informasi kesejahteraan
sosial;

o. pelaksan<lan promosi kesejahteraan sosiai;

p. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kantor Suku Dinas Kota, SKKT, gudang lo!]istik dan LK3;

q. pemberiall dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat
daerah di bidang kesejahteraan sosial;

r. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas
Kota;

s. pengelolaan ketataLisahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas
Kota;

t. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Dinas Kota;

u. pelaksanan publika5i kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas
Kota;

v. penjiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi Suku Dinas Kota; dan

w. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fung~i Suku Dinas
Kota.

Pasal 34

Susunan Organisasi Suku Dir,as Kota, lerdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Rehabilitasi Sosial;

d. Seksi Pemberdayaan Sosial;

e. Seksi Perlindungan Sosial;

f. Seksi Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahter3an Sosial; dan

g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanilkan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

b. mengooroinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD
dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fung:>i Suku Dinas Kota; dan

d. melaporkan dan me~pertar;ggungjawabkan lJelaksanaan tugas dan
fl'ngsi Suku Dinas Kota.

Pasal30

(1) Subbagiall Tata Usaha merupakan Satuan Kerja stRf Suku Dinas Kota
dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas Kota.
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(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan I"encana strategis d3n rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strat&gis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Kota;

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang
Suku Dinas Kota;

e. melaksanak<ln pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Suku Dinas Kota;

f. melaksanakan pengelolaan kearsipan, d8ta dan informasi Suku
Dinas Kota;

g. memelihara kebersillan, keindahan, keamanan dan ketertiban
Kantor Suku Dinas Kota;

h. pemeliharaan dan perawatan prasarana can sarana Kantor Suku
Dinas Kota;

i. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlruang pertemuan Suku
Dinas Kota;

j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara
Suku Dinas Kota;

k. menghimp~n, menganalisis rJan mengajukan kebutuhan
penyediaan, pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas
Kota;

I. menerima, menyimpc;n dan mendistribusikan prasarana dan sarana
kerja Suku Dinas Kota;

m. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Suku Dinas Kota;

n. mengoordinasikan penyusunan 13poran kegiatan, keuangan, kinerja
dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal37

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial merupakan Satual1 Kerja lini Suku Dinas Kota
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang KGpala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;
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b. mel8ksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan registrasi, identifikasi dan asistensi sosial
anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial,
ODHA, BWBLP dan korban penyalahgunaan NI\PZA;

d. melaksanakan kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial,
ODHA, BWBLP dan korban penyalahgunaa" NAPZA;

e. melaksan8kan kegiatan pelayanan sosial, keterampilan dan
bantuan usaha kemandirian serta penyantunan sosial anak, remaja,
lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP dan
korban penyalahgunaan NAPZA;

f. melaksanakan rujukan anak, remaja, lanjut usia, penyandang
disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP dan korban penyalahgunaan
NAPZA;

g. menyediakan dan mendistribusikan alCJt bartu fisik lanjut usia dan
penyandang disabilitas;

h. menggalang peran serta masyarakat daiam pelayanan dan
rehabilitasi sosial anak, remaja, lanjut usia, penyandang disabilitas,
tuna sosial, ODHA, BWBLP dan korban penyalahgunaan NAPZA;

i. melaksanakan pendampingan pengasuhan anak dan pengangkatan
anak;

j. melaksanakan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan
daerah di bidang sosial;

k. mel<lksanakan kegiatan pengenrJalian, penjangkauan dan rujukan
PMKS;

I. melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehaIJilitasi sosial anak,
lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP dan
korban penyalahgunaan NAPZA; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Rehabilitasi Sosiai.

Pasal 38

(1) Seksi Pemberdayaan Sosiai merupakan Satuan Kerja Iii'll Suku Dinas
Kota dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayac.n sosiai.

(2) Seksi Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas :

a. r:lenyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakgn rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan ~ingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan registra"i, identifiKasi dan asistensi tenaga
dan lembag<l kesejahteraan sosial;

d. melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan 503ial;
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e. melaksanakan pemberdayaan tenaga dan lembaga kesejahteraan
sosial;

f. melaksanakan pemberdayaan fakir miskir,;

g. menggalang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;

h. melaksanakan pemberian penghargaan kepada pahlawan, janda
pahlawan, perintis kernerdekaan, janda perintis kemerdekaan dan
keluarga pahlawan;

i. melaksanakan pengendalian tenaga dan lembaga kesejahteraan
sosial; .

j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan
lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha; dan

k. melaporkan dan mer.1pertanggungjawatkan pelaksanaan tugas
Seksi Pembf3rdayaan Sosial.

Pasal 39

(1) Seksi Perlindungan Sosial merupakan Satuan Kerja Iini Suku Dinas
Kota dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial.

(2) Seksi Perlindungan Sosiai dipimpin oleh s80rang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung ja'Nab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana stmtegis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan registrasi, identifikasi dan asistensi
terhadap korban bencana, korban tindak kekerasan, pekerja migran
bermasalah, orang terlantar dan musibah sosial lainnya serta
jaminan kesejahteraan sosial;

d. melaksanakan perlindungan sosial terhadap korban bencana,
korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, orang
terlantar dan musibah sosial lainnya serta jaminan kesejahteraan
sosial;

e. rnelaksanakan kegiatan pelatihan tenaga penanggulangan korban
bencana dan musibah sosiallainnya;

f. menggaiang peran serta masyarakat dalam pemberian bantuan
kepada korban bencana, korban tindak kekGrasan, pekerja migran
bermasalah, orang terlantar dan musibah sosiallainnya;

g. melaksanakan kCJordinasi dan kemitraan pemberian bantuan dan
perlindullgan sosial serta jaminan kesejahteraan sosial; dan

h.. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seks! Perlindungan Sosial.

Pasal40

(1) Seksi Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan
kegiatan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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(2) Seksi Pangembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dipimpin
oletl seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penyuluhan sosial;

d. melaksanakan penyebarluasan informasi dan promosi
penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui radio, media cetak,
cetakan khusus dan pameran;

e. melaksanakan koordinasi dan kemitraan penyebarluasan informasi
dan promosi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

f. rTIelaksanakan pendataan, pengolahan d<tn pemutakhiran data
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

g. melaksanakan pembangunan, rehab, pemeliharaan, perawatan
serta pengelolaan prasarana dan sarana SKKT, LK3 dan gudang
logistik; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraa:1 Sosial.

Bagian Kesbmbilan

Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi

Pasal41

(1) Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi merupakan Satuan Kerja
Dinas Sosial di bawah Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara.

(2) Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepGlda Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas
Kota Administrasi Jakarta Utara serta secara taktis operasional
berkedudukan di bawah dan bertang£ung jawab kepada Bupati melalui
Camat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Camat Kecamatan
Kepulauan Seribu Selatan.

(3) Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana stratcgis dan rencana kerja dan
anggaran Suku Dinas Kota Administra'3i Jakarta Utara sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kota Administrasi Jakarta Utafa sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. melaksanakan ketatauGahaan dan kerumahtanggaan Seksi Dinas
Sosial Kabupaten Administrasi;
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d. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan kesejahteraan
sosial;

e. melaksanakan pencegahan dan rehabilitasi sosiCiI PMKS;

f. melaksanakan pemberdayaan so~ial individu, keluarga, masyarakat
dan lembaga kesejahteraan sosial;

g. melaksanakan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan fakir
miskin;

h. melaksanakan pengembangan penyelenggardan kesejahteraan
sosial;

i. melaksanakan pelayanan penghargaan kepada pahlawan, janda
pahlawan, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perintis
kemGrdekaan dan masyarakat;

j. melaksanakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kesetiakawanan sosial;

k. melaksanakan penggc:langan peran serta masyarakat di bidang
sosial;

1. melaksanakan pelayanan dan perlindungan ':'osial korban bencana,
orang terlantar, korban tindak kekerasan, pekerja migran
bermasalah dan musibah sosial lai,lnya serta jaminan
kesejahteraan sosial;

m. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
di Bidang Sosial;

n. melaksanakan pengelolaan data dan penyebarluasan informasi
kesejahteraan sosial ;

o. melaksanakan promosi kesejahteraan sosial;

p. melaksanakan penyediaan, pemeliharadn dan perawatan
prasarana dan sarana, SKKT, gudang logistik dan LK3;

q. melaksanakan pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
perangkat daerah di bidang kesejahteraan s0sial;

r. melaksanakan penyiapan bahan laporan Suku Dinas Kota
Administrasi Jakarta Utara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi; dan

s. melaporkan dan mempertanggungjawabkall tugas dan fungsi Seksi
Dinas Sosial Kabupaten Administrasi.

Bagian Kesepuluh

Seksi Dinas SOSi81 Kecamatan

Pasal42

(1) Seksi Dinas Sosial Kecamatan merupakan Unit I<erja Dinas Sosial
pada Kecamatan di bawah Suku Dinas Kota.

(2) Seksi Dinas Sosial Kecamatan sebagaimana c!imaksud pada ayat (1)
hanya untuk Kecamatan Kota Administrasi.

(3) Seksi Dinas Sosial Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas serta secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.
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(4) Penilaian pelaksanaan pekerjaan Kepala Sek:::i Dinas Sosial
Kecamatan dibuat oleh Camat diserahkan secara tertulis kepada
Kepala Suku Dinas, untuk dicantumkan dalam daftar penilaian Kepala
Seksi Dinas Sosial Kecamatan.

(5) Penilaian pelaksanaan peke~aan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
wajib dicantumkan Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan dalam daftar
penilaian Kepala Seksi Dinas Sosial Kecamatan dan apabila Kepala
Suku Dinas berkeinginan mengubah penilaian dimaksud, harus
meminta persetujuan tertulis kepada Camat.

Pasal43

Seksi Dinas Sosial Kecamatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahcln rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakarl registrasi, identifikasi dan asistensi pelayanan
kesejahteraan sosial;

d. melaksanakan pendampingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

e. melaksanakan pengumpulan dan verifi~asi data;

f. melaksanakan pembinaan tenaga dan lembdga kesejahteraan sosial,
pemberdayaan fakir miskin, penanaman nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

g. melaksanakan pencegahan dan rehabilitc:si sosial PMKS;

h. melaksanak8.n perlindungan sosial korban bencana, korban tindak
kekerasan, orang terlantar, jaminan sosial dan bina undian;

i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pelayanan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

j. melaksanal~an koordinasi dalam rangi\a penyelenggaraan
kesejahleraan scsial;

k. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kesejahterc:an sosial; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Dinas Sosial Kecamatan.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal44

(1) Dinas Sosial dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk
melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau
untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi
Dinas Sosial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata
kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal45

(1) Dinas Sosial dapat mempunyai Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Dinas Sosial.

Pasal46

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keah:ian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup
Dinas SOSiill dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Dinas
Kota atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Ke:Jala Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas ·dan Kepala Suku Dinas i'ltau Kepala Unit
Pelaksana Teknis.

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala
Dinas dari Pejabat Fungsional yang berkompeten d<Jn berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mer.genai Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial
diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan r.etentuan peraturan
perundang-undangan.

BABIV

TATA KERJA

Pasal47

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial wajib taat dan
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas
dan fung:>i Dinas Sosial.

Pasal48

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana·Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua
Kelompok Jabatan Fungs:onal pada Dinas Sosial wajib melaksanakan
tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi,
s;nkronisasi, simp!ikasi, akuntabilitas, transparansi, dektivitas dan efisiensi.
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Pasal49

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial wajib
memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan
petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan
masing-masing.

(2, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidani,j, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagi;m, Kepala Seksi, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Sosial wajib
mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidany, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial wajib mengawasi
dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawal,an masing-masing serta
mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 51

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepalc; Seksi, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Clinas Sosial wajib
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 52

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Dinas Sosial.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernul·.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

(1) Pegawai pada Dinas Sosial merupakan Pegawai Aparatur Sipil
Negara, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ker;a.
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(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Sosial mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi
dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 54

(1) Belanja pelaksan8an tugas dan fungsi Dinas Susial dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pat.la ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 55

(1) Pendapalan yang bersumber dari pelaksanaa:l tugas dan fungsi Dinas
Sosial merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 53

(1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Sosial sebagai prasarana dan
sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah
dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang
milik negara/daerah.

Pasal 57

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Sosial dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungs; dalam bentuk pemberian, hibah
atau bantuan dari pihak ketiga kepada Di'lClS Sosial dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.
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(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku PPKD
sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (SuD) untuk dicatat
dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal58

(1) Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) meliputi laporan :

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. kinerja

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal 58

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Sosial mer>gembangkan Sistem
Pengendalian Internal.

BAB IX

PENGAW."SAN

Pasal60

Pengawasan terhadap Dinas Sosial dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang Inempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal61

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja rJiatur/ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur/Kepulus:ln Gubernur tersendin, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.
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BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal62

PaLla saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomer 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Sosial,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Deser.lber 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAtv'A

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62113

Salil1ar) sesuai dengan aslinya
KEPALA BIR·@.iM~l>JM SEKRETARIAT DAERAH

-/ .IA' '1) .

PROVII}jSI.:Q~lV\H:R~USUS IBUKOTA JAKARTA,
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Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL

Nomor
-I"anggal

240 TAHUN 2014
24 Desember 2014

KEPALA DINAS

I

ISEKRETARIAT -1

I
I I I

I SUBBAGIAN I SUBBAGIAN ~ I l~ SU8BAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN PERENCANMN

DAN ANGGARAN

I I I I
BIDANG

BIDANG B/DANG BIOANG PENGEMBANGAN
REHABlllTASI PEMBERDAVMN PERUNOUNGAN PENVELENGGARAAN

S'1SlAL SOSIAl SOSlAJ. l(ESEJAHTERAAN
SOSIAl

SEKSI SEKSI ".
SEKSI f'EMBEROAVMN PERLINDUNGAN INFORMASI

REHABlllTASI TENAGA OAH LEMBAGA OANPROMOSI
SOSlAlAHAK KESEJA.'fIER~

SOSlAJ.
KESE=RAAN

SDSIAI. KORSAN BENCANA

S<"", SEKSI
SEKSIREHABlllTASI 5OS1AI. SEKSI ~:eRlINOUNGAN

i..ANJUT USIA DAN P:=MBEROAYMN lAL ORANG TERLAN FASlllTAS

"""'''"'''''''' FAKIR MISKIN TAA DAN KORBAN
l(fSEJAHTERMN

OISAEllUTAS TINOAKKEKER~
SOSlAJ.

SEKSI PEN"":~NILAl SEKSI SEKSI
REHABILITASI KEPAHL,AWANAN, JAMINAN PENGEMBANGAN

SOSIAl TUNA KEPERINnSAN DAN KESEJAl-tTERMN SISTEM

SOSIAL KESETIAKAWANAN SOSIAl DAN BINA KESEJAHTERAAN
SOSlAJ. UNOIAN SOSlAL

I

~1--,,-
UNIT IKOTA 4OM~IST!lA.S1

PELAK5ANA
TEKNIS

I~~~, ITATAUSAKA

II, ,II: K~ :1I .... II ..~ SEI(5J ...._-.aNIItl!.-ut..... n __y....,.. l'£fIUHllU~ nHl'(l,(_SOIlA\. _
.OSIAL "':'..:.t=t

I
I, ,,~ ,I ,,~ ,IDINASSOsw. D1NASSOSLAl

KELOMPOKl<ECAlMT..... AAIUPATEN
AllMlNISTAASI

JABATAN FUNGSIONAL

SUBKElOMPOK
JABATAN FUNGSIONAl

I
I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid.

BASUKI T. PURNAMA


